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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas dari aturan 
perpajakan atas natura dan/atau kenikmatan serta pemeriksaan pajak. Penelitian 
ini menggunakan penelitian kausal dari Aplikasi SmartPLS 3.2.9 digunakan 
untuk menguji hipotesis. Adapun penelitian menggunakan populasi pada 
karyawan PT. XXX dengan populasi 400 dengan sampel yang dihasilkan 100 
responden. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa aturan perpajakan atas 
natura dan/atau kenikmatan serta pemeriksaan pajak berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Kata Kunci: Aturan Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, 
Natura dan/atau Kenikmatan 
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ABSTRACT 

   
The purpose of this study is to determine the quality of taxation rules on 
benefits in kind and/or enjoyment and tax audits. This study uses causal 
research from the SmartPLS 3.2.9 Application used to test the hypothesis. The 
study used a population of employees of PT. XXX with a population of 400 with 
a sample of 100 respondents. The results of this study indicate that taxation 
rules on benefits in kind and/or enjoyment and tax audits have a positive effect 
on taxpayer compliance. 
 
Key words: Taxation Rules, Tax Audit, Taxpayer Compliance, benefits in kind 
and/or enjoyment 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Pajak merupakan sumber penghasilan terbesar bagi negara Indonesia. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Pasal 1 ayat (1) 

Pajak adalah penghasilan yang penting karena merupakan bagian penopang 

perekonomian Indonesia. Pajak adalah kontribusi yang wajib diberikan kepada 

negara oleh individu atau badan hukum berdasarkan aturan hukum yang berlaku. 

Sifatnya memaksa tanpa imbalan langsung, dan dana yang dikumpulkan 

digunakan untuk keperluan negara demi mencapai kesejahteraan masyarakat 

secara maksimal. Menurut Mardiasmo (2019), pajak adalah iuran dari rakyat 

kepada kas negara yang didasarkan pada undang-undang, yang sifatnya dapat 

dipaksakan, tanpa adanya imbalan langsung yang bisa dirasakan, dan digunakan 

untuk membiayai pengeluaran umum. 

 Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan dalam 

mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan 

(SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan 

kepatuhan dalam pembayaran tunggakan, menurut Paulus & Tarmidi (2023). 

Menurut Aprilia et al. (2022) kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi 
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dimana wajib pajak memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya. 

Rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan 

beban pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan 

pemerintah dinamakan kepatuhan wajib pajak. Tabel 1.1 dibawah ini 

menunjukkan pencapaian dan target atas pelaporan SPT Tahun 2022. 

Tabel 1.1 

Pelaporan SPT 2022 

Tahun Jumlah Wajib Pajak Pencapaian Target 

2022 19,08 Juta 83,20% 80% 
Sumber : cnbcindonesia.com 2023 

Direktur Jenderal Pajak tahun 2023, Suryo Utomo, menyampaikan bahwa 

tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan 

(SPT) pada tahun 2022 mencapai 83,2%. Meskipun tidak mencapai angka 90%, 

tingkat kepatuhan ini telah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 

tersebut, yaitu sebesar 80%. Berdasarkan catatan DJP, jumlah wajib pajak pada 

tahun 2022 tercatat sebanyak 19,08 juta, yang berarti dengan tingkat kepatuhan 

sebesar 83,2%, sebanyak 15,87 juta SPT telah dilaporkan sepanjang tahun 2022. 

Suryo juga mengabarkan bahwa per 3 Januari 2023, terdapat 2.350 SPT yang 

dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi dan 237 oleh wajib pajak badan. 

Mengenai target kepatuhan SPT tahun 2023, Suryo mengindikasikan 

kemungkinan adanya peningkatan, meskipun DJP masih menghitung angka target 

yang akan ditetapkan untuk tahun tersebut (cnbcindonesia.com 2023). 

Pajak atas natura/kenikmatan adalah pajak yang dikenakan terhadap 

fasilitas atau tunjangan selain uang (non-tunai) yang diberikan pemberi kerja 
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kepada para pekerjanya. Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-

03/PJ.23/1984 menyatakan bahwa kenikmatan dalam bentuk natura merupakan 

setiap balasan jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, maupun 

keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja. Pada umumnya, dari sisi 

karyawan yang menerima sebuah fasilitas natura/kenikmatan tidak dapat dijadikan 

suatu biaya pengurang bagi suatu perusahaan atau pemberi kerja. Hal ini dapat 

menjadi sebuah celah yang dimanfaatkan bagi pihak pemberi kerja untuk 

melakukan penyimpangan dengan suatu rencana yang menguntungkan dengan 

menggabungkan antara pemberian natura/kenikmatan serta uang tunai (Raharjo & 

Hasnawati, 2023). 

Natura dan/atau kenikmatan yang sebelumnya tidak termasuk sebagai 

objek Pajak Penghasilan (PPh) karena dianggap sebagai imbalan non-moneter 

yang tidak termasuk dalam kategori penghasilan. Namun, aturan ini berubah 

dengan diterbitkannya skema omnibus law yang membawa perubahan signifikan. 

Natura dan/atau kenikmatan kini termasuk dalam objek Pajak Penghasilan. 

Perubahan ini diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

(UU HPP), yang disahkan pada 19 Oktober 2021. Pada Bab III mengenai Pajak 

Penghasilan, pasal 4 ayat 1 huruf a secara khusus menambahkan natura dan/atau 

kenikmatan ke dalam objek Pajak Penghasilan. 

Meskipun aturan mengenai pengenaan pajak atas natura dan/atau 

kenikmatan sudah diakomodasi dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (UU HPP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, masih 

terdapat sejumlah pertanyaan dan kebutuhan akan aturan yang lebih jelas. UU 
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HPP dan PP 55/2022 belum memberikan batasan yang spesifik mengenai 

pengecualian objek pajak natura dan/atau kenikmatan. 

Untuk mengatasi kekurangan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 (PMK 66/2023) pada 27 Juni 2023. 

Peraturan ini mengatur perlakuan Pajak Penghasilan atas penggantian atau 

imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk 

natura dan/atau kenikmatan. PMK 66/2023 merupakan aturan pelaksanaan dari PP 

55/2022 dan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai klasifikasi natura 

dan/atau kenikmatan sebagai objek pajak penghasilan, prasyarat penentuan lokasi 

“daerah tertentu” dalam pengecualian, serta tata cara perhitungan penghasilan. 

Penerapan PMK 66/2023 diharapkan dapat memberikan kepastian hukum 

dan kejelasan dalam praktik pengenaan Pajak Penghasilan. Namun, peraturan ini 

juga dapat berdampak negatif jika perusahaan tidak segera menyesuaikan diri. 

Keterlambatan atau ketidakcermatan dalam perhitungan pajak dapat menimbulkan 

beban keuangan dan masalah internal. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan 

untuk memastikan karyawan memahami ketentuan pajak baru ini melalui 

sosialisasi, mengingat peran penting karyawan dalam pelaporan Pajak 

Penghasilan pribadi wajib pajak (antaranews.com, 2023). 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan 

bahwa pengenaan pajak atas natura telah memberikan dampak positif terhadap 

penerimaan pajak sepanjang tahun 2023. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan 

Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, menyatakan bahwa pengenaan pajak atas 

natura merupakan bentuk perluasan basis pajak yang berdampak baik pada 
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penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tahun 2023. Dwi juga 

menambahkan bahwa kinerja PPh Pasal 21 yang tumbuh double digit pada tahun 

tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh terjaganya utilitas tenaga kerja dan tingkat 

upah, tetapi juga oleh pengenaan pajak atas natura. 

Namun, nilai spesifik dari realisasi pajak natura belum dapat dibagikan 

karena informasi tersebut baru akan tersedia saat pelaporan Surat Pemberitahuan 

(SPT) Tahunan Badan. Sementara itu, total penerimaan pajak pada tahun 2023 

mencapai Rp 1.869,2 triliun, atau 108,8% dari target APBN 2023 dan 102,8% dari 

target Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023. Realisasi penerimaan ini 

mengalami pertumbuhan sebesar 8,9%, didukung oleh kinerja ekonomi domestik 

yang stabil serta keberhasilan aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh DJP 

Kemenkeu (kontan.co.id 2024). 

Natura dan/atau kenikmatan memang menjadi topik yang banyak dibahas 

dalam penelitian perpajakan. Penelitian Firmansyah & Wijaya (2022) mengkaji 

perubahan pengaturan natura dan/atau kenikmatan sebelum dan sesudah 

pemberlakuan UU HPP. Mereka menekankan bahwa penetapan pengeluaran 

natura dan/atau kenikmatan sebagai objek pajak sangat penting untuk 

menyesuaikan dengan prinsip matching principle. Perubahan aturan HPP 

bertujuan untuk menutup celah tax avoidance, mengoptimalkan penerimaan pajak 

penghasilan, dan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak secara 

keseluruhan. Namun, perubahan ini juga menimbulkan tantangan baru, terutama 

dalam hal valuasi dan perencanaan pajak. 
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Pasal 4 ayat 1 huruf (a) Bab III Pajak Penghasilan dalam UU HPP No. 7 

Tahun 2021 menjelaskan bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomi yang 

diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari dalam maupun luar negeri, yang 

dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan, dianggap sebagai 

penghasilan dan dikenai pajak. Ini mencakup pembayaran seperti gaji, upah, 

honor, tunjangan, komisi, bonus, gratifikasi, dan uang pensiun. Pasal ini juga 

mengatur bahwa natura dan/atau kenikmatan kini menjadi objek pajak 

penghasilan bagi penerimanya. Perubahan ini bertujuan untuk mengurangi praktik 

perencanaan dan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan atau 

pemberi kerja yang memberikan natura dan/atau kenikmatan kepada pegawai, 

yang sebelumnya belum diatur sebagai objek pajak penghasilan. 

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah 

Pemeriksaan Pajak. Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 

184/PMK.03/2015 sebagaimana telah disempurnakan dengan PMK Nomor 

18/PMK.03/2021, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun 

dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif 

dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan perundangan-undangan perpajakan. Berdasarkan 

penelitian Tirani et al., (2020) pemeriksaan pajak terbukti berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Nazifa & 

Syaiful (2021) pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 
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Penelitian Nugrahanto, (2019) menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak 

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya tidak ada perbedaan 

antara kepatuhan pajak yang mengalami pemeriksaan maupun wajib pajak yang 

tidak melakukan pemeriksaan, sedangkan penelitian Nurhayati & Purba, (2024) 

menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak, artinya pemeriksaan pajak ini dilakukan untuk memeriksa kebenaran Surat 

Pemberitahuan (SPT) yang dibuat oleh wajib pajak melalui sistem self-

assessment. Dalam setiap pemeriksaan dibutuhkan informasi yang dapat 

dibuktikan dengan kriteria atau standar yang dapat digunakan oleh pemeriksa 

untuk menilai informasi yang diberikan oleh wajib pajak. Penelitian Gaol & 

Sarumaha (2022) mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan pajak harus 

disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan 

(SPHP), yang disertai dengan daftar temuan dan dasar hukum terkait. Temuan 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan intensitas pemeriksaan pajak 

berkorelasi dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP 

Pratama Medan Petisah. 

Penelitian ini berfokus pada analisis isu dan tantangan dalam penerapan 

pajak atas natura dan/atau kenikmatan, terutama berdasarkan PMK Nomor 66 

Tahun 2023 yang baru diterbitkan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam, penelitian ini mengkaji aturan terkait pengenaan pajak atas natura 

dan/atau kenikmatan, serta kompleksitas dalam menentukan apakah natura 

dan/atau kenikmatan masuk dalam definisi penghasilan. Selain itu, penelitian ini 

mengeksplorasi kemampuan pegawai dalam membayar pajak tambahan akibat 
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pengenaan pajak pada natura dan/atau kenikmatan, dengan fokus pada kegiatan di 

suatu perusahaan dan mempertimbangkan variabel pemeriksaan pajak. Identifikasi 

isu dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah menciptakan 

aturan yang lebih menjamin prinsip-prinsip perpajakan yang ideal dan 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Penelitian ini memilih suatu badan usaha yang bernama PT XXX yang 

bergerak dalam usaha perdagangan elektronika sebagai objek penelitian, karena 

PMK 66 tahun 2023 ini memiliki dampak langsung pada perusahaan dalam 

pemberian fasilitas kepada karyawan dan sangat relevan karena terdapat banyak 

jenis natura dan/atau kenikmatan yang signifikan kepada karyawan, sehingga 

dapat mengeksplorasi dampak aturan pajak ini terhadap kepatuhan perusahaan. 

Selain itu, perusahaan ini dipilih karena aksesibilitas data dan responden, serta 

skala usaha yang representatif bagi penelitian ini. Studi ini juga penting untuk 

memahami bagaimana kebijakan perpajakan mempengaruhi keputusan 

perusahaan terkait kesejahteraan karyawan. 

Memilih perusahaan ini sebagai objek penelitian didasarkan pada beberapa 

alasan yaitu penggunaan satu perusahaan memungkinkan fokus dan kedalaman 

analisis yang lebih baik terhadap pengaruh aturan perpajakan atas natura dan/atau 

kenikmatan serta pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak. Peneliti dapat 

menggali lebih detail mengenai karakteristik, kebijakan, dan budaya perusahaan 

terkait perpajakan. Selain itu dapat memperoleh konsistensi data, karena semua 

responden berada dalam lingkungan bisnis dan kebijakan yang serupa, sehingga 

mengurangi pengaruh variabel eksternal dan meningkatkan akurasi analisis. 
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Keterbatasan waktu dan sumber daya penelitian dapat  dikelola dengan lebih 

efisien melalui analisis yang mendalam terhadap satu perusahaan, tanpa 

mengorbankan kualitas. Perusahaan yang dipilih tetap dapat mewakili 

karakteristik yang relevan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran 

yang signifikan tentang dampak aturan perpajakan dalam konteks nyata. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk memilih judul “Pengaruh Aturan 

Perpajakan atas Natura dan/atau Kenikmatan serta Pemeriksaan Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada PT XXX)”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Perpajakan Atas Natura dan/atau Kenikmatan saat ini diatur oleh Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 66 tahun 2023 (PMK 66/2023) tentang Perlakuan Pajak 

Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau 

Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan. 

Perpajakan atas natura dan/atau kenikmatan berkaitan dengan pemahaman yang 

memadai tentang objek pajak natura dan/atau kenikmatan bagi perusahaan 

terutama para karyawan. Pemahaman ini agar perusahaan dan karyawan dapat 

mengelola dan melaporkan pajak dengan benar. Perusahaan dan karyawan perlu 

mengetahui apakah fasilitas yang diterima dari perusahaan termasuk 

objek/kategori yang dikenai pajak atas natura dan/atau kenikmatan atau tidak. Jika 

fasilitas tersebut merupakan objek pajak natura dan/atau kenikmatan, maka 

perusahaan dan karyawan harus memperhitungkan pajak tersebut dengan baik. 

Dengan penetapan PMK 66/2023 diharapkan praktik pengenaan Pajak 

Penghasilan atas imbalan sehubungan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura 
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dan/atau kenikmatan telah diatur secara adil dan dapat memberikan kejelasan serta 

kepastian hukum.  

Pemeriksaan pajak menurut Nomor 184/PMK.03/2015 sebagaimana telah 

disempurnakan dengan PMK Nomor 18/PMK.03/2021 adalah serangkaian 

kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang 

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau 

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundangan-undangan 

perpajakan. Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan bertujuan untuk menguji 

kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dari 

hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak, bagi wajib pajak 

yang tingkat kepatuhannya rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan 

terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya 

menjadi lebih baik. 

Berdasarkan identifikasi masalah, dapat disimpulkan bahwa identifikasi 

objek natura dan/atau kenikmatan yang diterapkan oleh PT. XXX harus di 

optimalkan dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Hal ini ditunjukkan 

dengan berbagai penggantian atau imbalan yang diterima/diperoleh oleh karyawan 

belum disesuaikan dengan PMK 66 Tahun 2023. Penelitian ini penting dilakukan 

karena belum ada penelitian yang secara mendalam membahas strategi identifikasi 

objek natura dan/atau kenikmatan, terutama di PT. XXX. Selain itu, solusi yang 

telah diterapkan oleh PT. XXX untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan belum 

menunjukkan hasil yang optimal.  
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1.3  Pembatasan Masalah  

 Batasan dalam penelitian ini terlihat dari objek yang dianalisis berupa 

Aturan Perpajakan atas Natura dan/atau Kenikmatan dan Pemeriksaan Pajak 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, penelitian ini juga dibatasi hanya 

pada PT XXX yang berlokasi di DKI Jakarta, untuk mengidentifikasi dan 

menganalisis berbagai transaksi yang berkaitan dalam penerapan PMK 66/2023 

serta memaksimalkan kepatuhan dalam penerapan PMK 66/2023 di perusahaan 

ini. Penelitian ini difokuskan pada pengaruh aturan perpajakan atas natura 

dan/atau kenikmatan terhadap orang pribadi yang bekerja pada PT XXX. 

Pembatasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa ruang lingkup penelitian lebih 

terarah dan mendalam. Secara khusus, objek penelitian adalah kebijakan 

perpajakan yang berlaku pada perusahaan PT XXX, atas natura dan/atau 

kenikmatan yang diberikan kepada pegawai sebagai bagian dari kompensasi non-

tunai. Adapun fasilitas atau kenikmatan seperti kendaraan dinas, tempat tinggal, 

dan bentuk fasilitas lain yang relevan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan peraturan pelaksanaannya. 

Penelitian ini tidak mencakup natura dan/atau kenikmatan yang diberikan kepada 

pihak di luar pegawai perusahaan, seperti mitra usaha atau konsumen. 

Dengan pembatasan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan 

gambaran yang spesifik mengenai dampak aturan perpajakan atas 

natura/kenikmatan terhadap pegawai dan implikasinya terhadap kepatuhan 

perpajakan perusahaan. Peraturan perpajakan lainnya, misalnya peraturan 

perpajakan yang mengatur NIK menjadi NPWP atau peraturan lainnya yang 
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bersifat umum, tidak menjadi fokus utama karena cakupannya lebih luas dan tidak 

spesifik membahas natura dan/atau kenikmatan. 

1.4  Rumusan Masalah Penelitian 

Atas relevansi terhadap Studi Kasus, peraturan ini dianggap sangat relevan 

dengan objek penelitian, yaitu kebijakan perpajakan yang diterapkan pada natura 

dan/atau kenikmatan di perusahaan tertentu. PMK 66/2023 merupakan aturan 

yang paling terkini dan spesifik dibandingkan peraturan perpajakan lainnya dalam 

kaitannya dengan natura dan/atau kenikmatan. 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah aturan perpajakan atas natura dan/atau kenikmatan 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 

2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak? 

1.5 Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan  

Berdasarkan ruang lingkup penelitian dan rumusan masalah yang telah 

dijelaskan di atas, tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Untuk menguji secara empiris aturan perpajakan atas natura 

dan/atau kenikmatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

b. Untuk menguji secara empiris pemeriksaan pajak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

2. Manfaat 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi identifikasi objek 

natura dan/atau kenikmatan yang diterapkan oleh PT. XXX dan merumuskan 

strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap PMK 66 

Tahun 2023. Penelitian ini pun mendorong agar PT XXX melakukan upaya 

mitigasi risiko atas pemeriksaan pajak yang dapat terjadi sewaktu-waktu, dengan 

pelaporan pajak yang benar, pengawasan internal, pemahaman regulasi serta 

persiapan pemeriksaan pajak. Penelitian ini sangat penting karena memberikan 

manfaat yang besar bagi PT. XXX dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan 

dan meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam mengadministrasikan transaksi 

yang berkenaan dengan perpajakan. Selain itu, penelitian ini memberikan manfaat 

terhadap beberapa pihak terkait sebagai berikut: 

a. Manfaat bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang kepatuhan wajib 

pajak dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister di 

Universitas Tarumanagara. 

b. Manfaat dalam bidang akademik 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian 

lanjutan di masa mendatang dan sebagai informasi yang dapat memperluas 

pengetahuan dan wawasan pembaca. 

c. Manfaat Praktis 

Bagi pemerintah diharapkan menjadi acuan dalam membuat kebijakan terkait 

peraturan perpajakan yang akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak yang 

akan datang. 
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3) Konsultan Pajak bersertifikasi (Kemenkeu Republik Indonesia) 

4) Kuasa Hukum Pengadilan Pajak (Kuasa Khusus Wajib Pajak) Badan 

 

Anggota Organisasi : 

1) Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (Kementerian Keuangan) ( P2PK ) 

2) Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia ( AKP2I ) 

3) Ikatan Akuntan Indonesia ( IAI ) 

4) Pengadilan Pajak RI 

5) Asosiasi Teknisi Perpajakan Indonesia (ATPI) 

 

Gelar Akademis dan Gelar Profesi : 

1) S.Kom., Sarjana Komputerisasi Akuntansi (S1), Ijazah No. KAS1/1999/BNN00475 

2) Ak., (Akuntan) Pendidikan Profesi Akuntan (PPAK) Untar 

3) CTA., Certified Tax Advisor, No. Reg CTAA 06.07000.023 2022 

4) CTT., Certified Tax Technician No. Reg. CTT 04.05.000.001.754 2022 

5) BKP., Bersertifikasi Konsultan Pajak, SK No. KEP-144/SJ/2022 

 



 

Izin Praktik : 

1) Konsultan Pajak (BKP., Bersertifikasi Konsultan Pajak), SK No. KEP-144/SJ/2022 

Kartu Izin Praktik No. KP-8498/IP.A/2022 

 

2) Kuasa Hukum Pengadilan Pajak (Izin Kuasa Hukum Bidang Perpajakan), SK No. KEP-

334/PP/IKH/2022 

Kartu Izin Praktik No. KHP-3618 

 

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai mana mestinya 

 

Jakarta, 30 September 2024 

 

 

 

 

(Franky Arief) 
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